
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik: Indonesia Nomor 4355); 

BUPATI GARUT, 
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah 
Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan 
Peraturan Bupati Garut Tahun 14 Tahun 2016 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah 
di Lingkungan Pemeimtah Kabupaten Garut; 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan 
beberapa materi, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana 
dimaksud di atas perlu ditinaju kembali dan dilakukan 
penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Garut; 

Mengingat 

Menimbang 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIGARUT 
PROVINSI JAWA BARAT 
PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 12 TAHUN 2017 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang 
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan 
Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5610); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Garut. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana.an urusan pemerinta.han 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati a.dalah Bupati Garut. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal I berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 14) diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 14 TAHUN 2016 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN GARUT. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2016 Nomor 9); 

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2016 Nomor 27); 
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6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola 
Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan 
koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu 
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 

9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai 
fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan 
daerah. 

10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah. 

11. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
Pcrda. 

13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa 
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 
Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

15. Pcjabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna 
Barang. 

16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang 
adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas 
mengurus barang. 

17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah 
pada Pcjabat Pcnatausahaan Barang. 

18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang 
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan 
barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 
barang milik daerah pada Pengelola Barang. 

20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 
barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

21. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas 
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna 
Barang. 

22. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas 
suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu. 
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24. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai 
Pemerintah Daerah. 

25. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

26. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 
barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah 
lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 
melakukan tindakan yang akan dating. 

27. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
untuk pcriodc 1 (satu) tahun. 

28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam 
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/ a tau 
optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status 
kepemilikan. 

30. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam 
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

31. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka 
waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu 
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati. 

32. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 
pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 
tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber 
pembiayaan lainnya. 

33. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan 
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 
bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan 
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta 
bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya 
jangka waktu. 

34. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan 
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 
bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai 
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain 
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 

35. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI 
adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan 
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

36. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK 
adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha milik 
negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara 
infras truktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 
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Pasal 16 
( 1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna 

Barang. 

Bagian Ketujuh 
Pengurus Barang Pengguna 

2. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 16 
berbunyi sebagai berikut: 

38. Penjualan adalah penga1ihan kepemilikan barang milik daerah kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 

39. Tokar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang 
dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar 
pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, 
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit 
dengan nilai seimbang. 

40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat 
kepada Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari 
Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 

41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan 
barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan 
sebagai modal/ saham daerah pada badan usaha milik negara, badan 
usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara. 

42. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 
barang milik daerah. 

43. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar 
barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang 
untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang 
yang berada dalam penguasaannya. 

44. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, 
dan pelaporan basil pendataan barang milik daerah. 

46. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti 
kepemilikan atas barang milik daerah. 

4 7. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh 
barang milik daerah. 

48. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik 
daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 

49. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang 
milik daerah yang dimiliki oJeh masing-rnasing Kuasa Pengguna Barang. 

50. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan 
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pernbinaan 
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/ a.tau pegawai 
negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. 

51. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Lembaga dan Pemerintah Daerah. 
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(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berwenang dan bertanggungjawab: 

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 
penganggaran barang milik daerah; 

b. rnenyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 
barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah; 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; 
d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang; 
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ a tau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang 
milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang 
tidak dimanfaatkan pihak lain; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 
penghapusan barang milik daerah; 

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 

permintaan barang; 
j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat 

Penatausahaan Barang Pengguna; 
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 

(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 
1. membuat Kartu lnventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; 
m. memberi label barang milik daerah; 
n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah 
berdasarkan pengecekan fisik barang; 

o. melakukan st:ock opname barang persediaan; 
p. menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan 
asli/ fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan; 

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; 

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 
kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; 

(3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara 
administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara 
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 

(4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus 
Barang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang 
Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. 
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Pasal 17 
(1) Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa 

Pengguna Barang melalui Pengguna Barang. 
(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang 
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan 
pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang dan bertanggungjawab: 
a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang 

milik daerah; 
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah; 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah; 
d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada 

Kuasa Pengguna Barang; 
e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ a tau 
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang 
milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan 
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 
penghapusan barang milik daerah; 

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 

permintaan barang; 
J. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa 

Pengguna Barang; 
k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 

(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 
1. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; 

Bagian Kedelapan 
Pengurus Bara.ng Pembantu 

3. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 17 
berbunyi sebagai berikut: 

(5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan lersebut yang anggarannya 
dibebankan pada APBD. 

(6) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang 
berkesinambungan, Pengurus Barang Pengguna dilarang mutasi/rotasi 
tugas minimal selama 3 (tiga) tahun kecuali promosi jabatan. 
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Pasal 41 
(1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, 

efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. 
(la) Pengadaan barang milik daerah berupa tanah untuk kepentingan umum 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, diantaranya: 
a. dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang meliputi: 

1. surat keputusan panitia pengadaan tanah; 
2. daftar panitia pengadaan tanah; 
3. berita acara peninjauan lapangan; 
4. surat kesepakatan harga tanah; 
5. harga pa saran; dan 
6. pengukuran. 

b. surat pemberitahuan rencana pembangunan; 
c. data awal subjek dan objek; 
d. undangan dan daftar hadir konsultasi publik; 
e. berita acara kesepakatan konsultasi publik; 
f. surat keberatan (bila ada); 

BABV 
PENGADAAN 

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la) 
serta ketentuan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut: 

m. memberi label barang milik daerah; 

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 
Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan 
kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang; 

o. melakukan st.ock opname barang persediaan; 
p. menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/ salinan dokumen 

kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan 
asli/ fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan; 

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; 

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 
pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah 
diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus 
Barang Pengguna. 

(4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung 
dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan 
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas 
kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan 
padaAPBD. 

(5) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang 
berkesinambungan, Pengurus Barang Pembantu dilarang mutasi/rotasi 
tugas minimal selama 3 [tiga] tahun kecuali mendapatkan promosi 
jabatan. 

9 



g. rekomendasi tim kajian; 
h. surat Gubernur (hasil rekomendasi/bila diperlukan); 
1. surat keputusan penetapan lokasi pembangunan; 
J. pengumuman penetapan lokasi pembangunan; 
k. surat pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah; 
l. berita acara inventarisasi dan identifikasi; 
m. peta bidang objek pengadaan tanah dan daftar nominatif; 
n. pengumuman daftar nominatif; 
o. berita acara perbaikan dan verifikasi; 
p. daftar nominatif yang sudah disahkan; 
q. dokumen pengadaan penilai; 
r. dokumen hasil penilaian pengadaa tanah; 
s. berita acara penyerahan hasil penilaian; 
t. undangan dan daftar hadir musyawarah penetapan ganti kerugian; 
u. berita acara kesepakatan musyawarah penetapan ganti kerugian; 
v. Putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung (bila ada); 
w. berita acara pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak; 
x. alat bukti penguasaan dan pemilikan objek pengadaan tanah, 

meliputi: 
1. Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah [suami-isteri}; 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik tanah; 
3. bukti setoran PPh atas penjuaan tanah; 
4. Karn Keluarga; 
5. surat nikah; 
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB); 
7. Letter C; 
8. aktajual beli/sertifikat; 
9. surat keterangan belum diterbitkan akta jual beli (bila ada); 
10. surat pemyataan tanah tidak dalam jaminan bank; 
11. surat pernyataan tidak dalam sengketa; 
12. surat tidak keberatan dan tetangga; 
13. surat keterangan riwayat pemilikan/penguasaan tanah; 
14. surat keterangan kepemilkan tanah; dan 
15. surat kesediaan dilepas. 

y. surat permohonan penitipan ganti kerugian; 
z. penetapan pengadilan negeri mengenai ganti kerugian; 
aa. berita acara penitipan ganti kerugian; 
bb. berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah; 
cc. dokumentasi dan rekaman; 
dd. surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik); 
ee. surat permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan 

penetapan lokasi; 
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IMAN ALI RAHMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2017 NOMOR 12 

ttd 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 27 - 01 - 2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

RUDY GUNAWAN 

Ditetapkan di Garut 
pada tanggal 27 - 01 - 201 7 

BUPATI GAR UT, 

ttd 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

Pasal II 

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB XVIIA 

INSENTIF 

Pasal 511A 
( 1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik 

Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif. 
(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas 

rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan Daerah. 

(3) Pemberian insentif dan/ atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang 
melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai 
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

5. Diantara ketentuan Bab XVII Pasal 511 dan Bab XVIII Pasal 512 disisipkan 
1 (satu) Bab, yakni Bab XVIIA Pasal 51 lA, yang berbunyi sebagai berikut: 

ff. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; 
gg. berita acara persetujuan pembayaran; 
hh. berita acara pembayaran; dan 
ii. rekening bank. 

(2) Persyaratan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah kecuali 
pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (la} dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11 


